BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a.

Mengingat :

—

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 09Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih
lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856), :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

}
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan  Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi ,Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya,;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupatén Aceh Barat Daya pada Perseroan
Terbatas Bank Aceh;



Menetapkan

20.

30.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air
Minum Gunong Kila;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya.

4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran
2024 semula sebesar Rpl1.024.227.263.600,00 bertambah/(berkurang) sebesar
Rp2.113.447.732,00 sehingga menjadi Rp1.026.340.711.332,00 dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp896.899.754.684,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp47.150.010.523,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp944.049.765.207,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp1.024.227.263.600,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp2.113.447.732,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp1.026.340.711.332,00
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp132.827.508.916,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(49.536.562.791,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp83.290.946.125,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
1} Semula Rp5.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(4.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp82.290.946.125,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp,00



Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini
terdiri dari:

a. Lampiranl Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

b. LampiranII Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Lampiran [II Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan

Sosial;

e. LampiranV Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan,

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

oo

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumeén pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

Aceh Barat Daya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal, 18 Of«kober- _ 2024 M

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal, 1% 2024 M

15 Rabull Al 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA/

_/-q,—_—

LIZA MARFANDI

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 40.



